
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SASARAN KINERJA DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 

 

Program: Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan 

SK : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan 

kesastraan 

IKK : 3.1.1.2. Jumlah bahan pengayaan pendukung literasi kebahasaan dan 

kesastraan    

             melalui partisipasi masyarakat 

Definisi:   

Buku pengayaan nonteks yang dapat digunakan untuk membantu pembelajaran formal. Buku 

tersebut terdiri atas berbagai tema dan ditujukan bagi siswa di berbagai jenjang pendidikan 

yang diperoleh melalui berbagai aktivitas literasi yang dikembangkan Badan Pengembangan 

dan Pembinaan bahasa dengan melibatkan partisipasi masyarakat.  

Buku pengayaan nonteks adalah buku yang memuat materi yang dapat memperkaya buku teks 

pada jenjang pendidikan dasar dan menengah untuk meningkatkan kemampuan berpikir 

peserta didik, serta memperluas wawasan terhadap lingkungan berdasarkan pengetahuan 

terkini karena disertai muatan substansi yang baik serta penyajian yang menyenangkan agar 

dapat menumbuhkan minat baca peserta didik.  

Dasar hukum bahan bacaan adalah Pembukaan UUD 1945 tentang kewajiban mencerdaskan 

kehidupan bangsa; Undang-undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan; 

Permendikbud Nomor 8 Tahun 2016 tentang Buku yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan; 

dan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. 

Metode Penghitungan:   

Hasil penjumlahan buku pengayaan pendukung literasi membaca yang dihasilkan oleh Badan 

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui partisipasi masyarakat, baik melalui 

penyusunan langsung maupun tidak langsung.  

𝑩𝑳𝑷 = 𝚺𝑨 

Keterangan: 

BPL = Bahan pengayaan literasi 

A = Produk buku literasi 

Satuan : Produk 

Tipe Penghitungan : Kumulatif 

Unit Pelaksana : Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra 

Sumber Data : Laporan Internal 

Polarisasi Indikator : Maksimal 

Periode 

Pengumpulan Data 

: Tahunan 

 

 

 

 

 

 



Program: Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan 

SK : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan 

kesastraan 

IKK : 3.1.1.3. Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi        

kebahasaan dan kesastraan 

Definisi:   

Jumlah penutur bahasa Indonesia yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan 

kesastraan dalam kegiatan, antara lain, peningkatan kemahiran berbahasa, peningkatan 

apresiasi sastra, pengujian kemahiran berbahasa Indonesia, dan pembinaan literasi generasi 

muda.    

Penutur Bahasa Indonesia adalah penutur bahasa yang karena profesi dan jabatannya 

menggunakan bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis. Bentuk pembinaan dilakukan 

dengan, antara lain, (1) memberikan materi kebahasaan dan kesastraan, (2) memberikan 

bimbingan teknis praktik baik literasi baca tulis bagi generasi muda, serta (3) melaksanakan 

pengujian dan pelatihan kemahiran berbahasa Indonesia.    

Manfaat pembinaan ialah meningkatnya kualitas berbahasa Indonesia para penutur bahasa 

Indonesia yang terbina.   

Dasar hukum pembinaan penutur bahasa ialah Sumpah Pemuda butir ketiga; UUD 1945 Pasal 

36 yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia; UU 24 Tahun 2009 tentang Bendera, 

Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan; PP 57 Tahun 2014 tentang 

Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi 

Bahasa Indonesia; Perpres Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia; dan 

Permendikbud Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan 

Kesastraan. 

Metode Penghitungan:   

Hasil penjumlahan seluruh peserta kegiatan pembinaan penutur bahasa Indonesia. 

Penghitungan dilakukan dengan rumus berikut:  

 

𝑱𝑷𝑻 = 𝚺𝑷 

 

Keterangan:  

JPT = Jumlah Penutur Terbina 

P = Peserta Kegiatan 

Satuan : Orang 

Tipe Penghitungan : NonKumulatif 

Unit Pelaksana : Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra dan Unit Pelaksana Teknis 

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 

Sumber Data : Laporan Internal 

Polarisasi Indikator : Maksimal 

Periode 

Pengumpulan Data 

: Tahunan 

 

 

 

 



Program: Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan 

SK : Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan 

IKK : 3.1.2.1. Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya 

Definisi:   

Jumlah lembaga yang terfasilitasi layanan pembinaan bahasa melalui pendampingan untuk 

meningkatkan kualitas penggunaan bahasa di lembaga tersebut. 

 

Lembaga adalah unit sasaran pembinaan penggunaan bahasa negara.Tiga kategori untuk 

lembaga yang dijadikan sasaran ialah lembaga pendidikan, lembaga satuan kerja pemerintah, 

dan lembaga usaha berbadan hukum Indonesia (swasta). 

 

Bentuk pembinaan yang dilakukan meliputi audiensi, sosialisasi berupa pemberian materi, 

pendampingan atau asistensi perbaikan penggunaan bahasa pada lembaga, serta 

pemantauan/evaluasi dan pemberian penghargaan. 

 

Dasar hukum pembinaan lembaga ialah Sumpah Pemuda butir ketiga; UUD 1945 Pasal 36 

yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia; UU 24 Tahun 2009 tentang Bendera, 

Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan; PP 57 Tahun 2014 tentang 

Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi 

Bahasa Indonesia; Perpres Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia; 

Permendikbud Nomoor 42 Tahun 2018 tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan 

kesastraan; dan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

12 Tahun 2018 tentang Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik. 

Metode Penghitungan:   

Hasil penjumlahan lembaga yang terfasilitasi layanan pembinaan bahasa yang  dilaksanakan 

oleh Badan Bahasa. Penghitungan dilakukan dengan rumus berikut. 

 

JLT = ΣL 

 

Keterangan: 

JLT = Jumlah lembaga terbina 

L  = Lembaga yang dibina 

Satuan : Lembaga 

Tipe Penghitungan : Kumulatif 

Unit Pelaksana : Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra dan Unit Pelaksana Teknis 

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 

Sumber Data : Laporan Internal 

Polarisasi Indikator : Maksimal 

Periode 

Pengumpulan Data 

: Tahunan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Program: Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan 

SK : Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan 

IKK : 3.1.2.2. Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina 

Definisi:   

Jumlah komunitas penggerak literasi di Indonesia yang terbina melalui program literasi 

kebahasaan dan kesastraan yang diselenggarakan oleh Badan Bahasa.  

 

Komunitas penggerak literasi adalah perkumpulan sosial (di luar pendidikan formal) yang 

terdiri atas beberapa orang yang memiliki kesamaan tujuan dalam hal menulis dan membaca 

beserta kegiatan yang menyertainya (pendampingan, praktik  baik, dan bimbingan teknis). 

Komunitas tersebut dikenal di lingkungannya, memiliki nama diri komunitas, memiliki tempat 

beraktivitas, memiliki struktur kepengurusan, dan memiliki program kerja. Adapun tujuan 

adanya komunitas penggerak literasi adalah untuk meningkatkan minat baca dan mewujudkan 

masyarakat yang literat. 

  

Bentuk pembinaan yang dilakukan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ialah dengan, 

antara lain, (1) penyelenggaraan dan praktik aktivitas literasi baca tulis untuk tingkat dini dan 

mendasar; (2) penyelenggaraan dan praktik aktivitas literasi baca tulis untuk tingkat menengah 

atau tingkat atas; (3) penyelenggaraan dan praktik baik literasi di komunitas penggerak literasi; 

(4) pemanfaatan enam literasi dasar untuk kecakapan hidup (literasi baca tulis, numerasi, sains, 

digital, finansial, serta budaya dan kewargaan); (5) pemanfaatan bahasa Indonesia dalam 

industri kreatif; (6) pelatihan bagi pengelola komunitas literasi; serta (7) pemberian fasilitasi 

lain dalam mendukung pelaksanaan literasi kebahasaan dan kesastraan. 

 

Manfaat yang diharapkan dari pembinaan tersebut adalah meningkatnya kompetensi khusus 

anggota penggerak literasi dalam bidang kompetensi literasi.  

 

Dasar hukum yang digunakan dalam kegiatan ini adalah Pembukaan UUD 1945 tentang 

kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa; Undang-undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang 

Sistem Perbukuan, pada pasal 4 butir c, mengatakan bahwa tujuan penyelenggaraan sistem 

perbukuan adalah untuk menumbuhkembangkan budaya literasi seluruh Warga Negara 

Indonesia; Permendikbud Nomor 8 Tahun 2016 tentang Buku yang Digunakan oleh Satuan 

Pendidikan; Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. 

Metode Penghitungan:   

Hasil penjumlahan komunitas penggerak literasi yang terfasilitasi layanan pembinaan bahasa 

melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan yang dilaksanakan oleh Badan 

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 

Satuan : Lembaga 

Tipe Penghitungan : Kumulatif 

Unit Pelaksana : Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra dan Unit Pelaksana Teknis 

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 

Sumber Data : Laporan Internal 

Polarisasi Indikator : Maksimal 

Periode 

Pengumpulan Data 

: Tahunan 

 

 

 



Program: Dukungan Manajemen 

SK : Meningkatnya tata kelola Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra 

IKK : 3.1 Predikat SAKIP Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra 

Definisi:   

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam 

Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi 

pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja diterapkan secara 

berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, unit kerja, dan satuan kerja (unit kerja mandiri). 

Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, 

pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.  

 

Evaluasi atas penerapan SAKIP pada seluruh instansi pemerintah dilakukan oleh Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Tujuan dari evaluasi ini 

adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) 

terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi 

kepada hasil (result oriented government). 

Metode Penghitungan:   

Pelaksanaan Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 tahun 

2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.  

Nilai SAKIP = [Perencanaan Kinerja] + [Pengukuran kinerja] 

+ [Pelaporan Kinerja] + [Evaluasi Kinerja] 

 

Nilai Predikat  Interpretasi 

> 90 – 100 AA Sangat Memuaskan 

> 80 – 90 A Memuaskan 

> 70 – 80 BB Sangat Baik 

> 60 – 70 B Baik 

> 50 – 60 CC Cukup (memadai) 

> 30 – 50 C Kurang 

0 – 30 D D Sangat Kurang 

 

Satuan : Predikat  

Tipe Penghitungan : NonKumulatif 

Unit Pelaksana : Badan Pengembangan dan PembinaanBahasa 

Sumber Data : Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat Jenderal 

Kemendikbudristek 

Polarisasi Indikator : Maksimal 

Periode 

Pengumpulan Data 

: Tahunan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Program: Dukungan Manajemen 

SK : Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan 

  Pembinaan Bahasa 

IKK : Rata-rata nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L satker minimal 91 

Definisi Metode Penghitungan 

Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja 

atas penggunaan anggaran yang tertuang 

dalam dokumen anggaran 

Kementerian/Lembaga. 

 

Nilai kinerja anggaran adalah nilai 

tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran 

(EKA) dan Indiktor Kinerja Pelaksanaan 

Anggaran (IKPA) 

 

Berdasarkan PMK 195/PMK.05/2018 

tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksaan 

Anggaran Belanja K/L IKPA adalah 

indikator yang ditetapkan oleh Kementerian 

Keuangan selaku BUN untuk mengukur 

kualitas kinerja pelaksanaan anggaran 

belanja Kementerian Negara/Lembaga dari 

sisi kesesuaian perencanaan dan 

penganggaran, efefktivitas pelaksanaan 

kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan 

efisiensi pelaksanaan kegiatan. 

 

Berdasarkan Peraturan Menteru Keuangan 

Nomor 214/PMK.02/2017 tentang 

Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja 

Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja 

Dan Anggaran Kementerian 

Negara/Lembaga, EKA adalah proses untuk 

melakukan pengukuran, penilaian, dan 

analisis atas Kinerja Anggaran tahun 

anggaran berjalan dan tahun anggaran 

sebelumnya untuk menyusun rekomendasi 

dalam rangka peningkatan Kinerja 

Anggaran. 

Nilai Kinerja Anggaran: 

Nilai Kinerja [50%] + Nilai Kinerja [50%] 

 

Sesuai dengan PMK, NKA dikelompokan ke 

dalam kategori sebagai berikut. 

>90% Sangat Baik 

>80%-90% Baik 

>60%--80% Cukup 

>50%--60% Baik 

<50% sangat kurang 

 

 

  

 

Unit Pelaksana Sumber Data 

Pusat  Pembinaan Bahasa dan Sastra Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran yang 

dilakukan oleh Kementerian Keuangan 

 

 

 

 


